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I. PENDAHULUAN

Informed consent atau persetujuan tindakan medis sering dipahami hanya sebagai sebuah lembar
tanda tangan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien terhadap suatu tindakan kedokteran yang akan
diterima pasien. Setiap tindakan medis terhadap pasien, terutama yang berisiko tinggi, harus mendapat
persetujuan dari pasien (Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012). Tetapi sering terjadi, meskipun
informed consent sudah dilakukan, tetapi tetap saja ada konflik dokter-pasien yang berujung tuntutan
pasien kepada dokter, dan pasien sering mengatakan bahwa informed consent ditandatangani tetapi
pasien tidak mengetahui bahwa akan ada hal-hal yang terjadi yang tidak dijelaskan dokter sebelumnya,
sehingga akhirnya pasien kecewa. Dokter menganggap sudah memberikan informasi yang diperlukan
kepada pasien yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pasien, tetapi dari pihak pasien
menganggap informasi yang disampaikan dokter berbeda dengan yang terjadi atau pasien hanya pasrah
kepada dokter yang dianggap tahu yang terbaik untuk pasien. Dengan demikian, tampaknya informed
consent sering dipahami sebagai suatu formalitas dan rutinitas belaka (Dewi, 2021).

Dari data MKDKI yang dilansir oleh Kompas (K08, 2013), sejak tahun 2006 sampai Januari
2013, ada 186 pengaduan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7%
berkaitan dengan komunikasi dokter dan pasien yang kurang baik. Jumlah ini adalah yang terlaporkan,
tetapi di masyarakat, ketidakpuasan terhadap penjelasan dokter lebih banyak ditemukan. Menurut
catatan Syarifah (2013), pada tahun 2010, terjadi kasus sengketa medis di Manado karena Ny.J
meninggal dunia setelah mengalami komplikasi saat sedang dilakukan section caesarea. Keluarga
pasien merasa bahwa dokter tidak memberikan informasi yang cukup tentang komplikasi yang bisa
terjadi sehingga keluarga menganggap bahwa pasien meninggal akibat kesalahan dokter. Kasus lain
terjadi di Jakarta tahun 2018, dilaporkan oleh Putra (2018), bahwa Nn.S menuntut dokter yang
mengoperasinya karena dokter tidak hanya mengambil Kkista indung telur yang dideritanya, tetapi juga
termasuk indung telurnya. Padahal sebelumnya dokter tidak mengatakan bahwa akan dilakukan
pengangkatan indung telur. Operasi ini menyebabkan pasien tidak bisa hamil di masa mendatang.
Pasien menganggap dokter telah sewenang-wenang memutuskan sendiri tindakan yang akan diterima

pasien tanpa meminta persetujuan yang jelas kepada pasien. Dari fenomena ini, terlihat bahwa informed
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consent yang telah dilakukan tidak efektif, ditemukan ada ketidaksesuaian antara informasi yang
diberikan dokter dengan yang diterima pasien dan pasien menganggap dokter melakukan pelanggaran.
Keputusan atas suatu tindakan kedokteran seharusnya merupakan suatu proses perundingan
bersama antara dokter dan pasien/keluarga pasien (Pope, 2018). Dokter memberikan informasi yang
diperlukan sebagai dasar pertimbangan pasien untuk membuat keputusan menerima atau menolak
dilakukannya tindakan kedokteran tersebut terhadap dirinya. Yang perlu dipahami selanjutnya adalah
batasan kelengkapan informasi medis yang seharusnya disampaikan dokter kepada pasien dan peran
keluarga dalam membuat keputusan persetujuan tindakan medis tersebut. Dokter selalu memberikan
informasi medis kepada pasien, tetapi cara penyampaian dan isi dari informasi tersebut sering tidak

berkualitas, yang memiliki potensi memicu konflik dokter-pasien.

I1. TUJUAN PENULISAN

Acrtikel ini dibuat untuk memberikan pemahaman tentang perlunya pemberian informasi medis
yang memadai sesuai yang diperlukan pasien untuk membuat persetujuan tindakan medis, selanjutnya
memberikan pemahaman tentang kelengkapan informasi yang harus disampaikan dokter sebagai dasar

pertimbangan pasien untuk membuat keputusan.

Il. HAKIKAT INFORMED CONSENT
A. Pengertian informed consent

Informed consent bersal dari kata informed, yang berarti telah diinformasikan, dan consent yang
berarti persetujuan. Dengan demikian informed consent memiliki arti harfiah persetujuan yang
diberikan setelah diberikan penjelasan (Beauchamp and Childress, 2009). Kita harus memahami bahwa
yang menjadi fokus dalam hal ini adalah adanya pemberian penjelasan/informasi, bukan sekedar
persetujuan. Persetujuan baru dapat diberikan jika sudah diberikan penjelasan/informasi (Faden dan
Beauchamp, 1986). Dengan kata lain, jika penjelasan tidak lengkap atau tidak memadai, maka
persetujuan yang diberikan juga dapat diragukan, karena keputusan dibuat berdasarkan informasi yang
kurang tepat. Pada kenyataannya, di Indonesia sering yang menjadi fokus adalah persetujuannya. Asal
pasien sudah memberikan tanda tangan persetujuan atas suatu tindakan kedokteran, maka hal tersebut
dianggap sudah cukup, tanpa memperhitungkan persetujuan tersebut diberikan dengan sudah menerima
penjelasan lebih dulu atau belum. Dengan demikian tidak mengherankan jika sering terjadi konflik
antara dokter dan pasien setelah tindakan kedokteran dilakukan, yang disebabkan ketidakpuasan pasien
terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan penjelasan dokter.

Di Indonesia, istilah informed consent dirumuskan menjadi persetujuan tindakan kedokteran
(Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran). Jika
tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hakikat informed consent, maka istilah
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persetujuan tindakan kedokteran dapat dipahami sebagai sekedar persetujuan pasien terhadap suatu
tindakan kedokteran, dengan fokus kepada persetujuan, bukan kepada proses persetujuan itu terjadi,
yaitu pemahaman pasien setelah ada pemberian informasi dari dokter. Lebih jauh, secara ironis,
persetujuan tindakan kedokteran dapat dianggap sebagai sebuah formalitas administratif sebagai suatu
syarat tindakan kedokteran dapat dilakukan. Oleh karena itu, pada artikel ini kita akan menggunakan

istilah informed consent untuk membantu pemahaman yang lebih menyeluruh.

B. Tujuan informed consent

Adanya informed consent didasarkan kepada penghormatan terhadap otonomi pasien (Faden dan
Beauchamp, 1986). Tindakan kedokteran dilakukan oleh dokter/tenaga kesehatan kepada pasien. Dokter
memang memiliki pengetahuan tentang penyakit pasien dan pengobatannya, tetapi yang menerima
perlakuan tindakan tersebut adalah pasien, sehingga harus ada ijin lebih dulu dari pasien sebelum
tindakan dilakukan. Jika dokter melakukan tindakan kedokteran tanpa ada ijin/persetujuan dari pasien,
maka tindakan ini dapat dikatakan ilegal (Kusmaryanto, 2015). Tindakan pembedahan sebenarnya
adalah tindakan menyakiti/menganiaya, karena memotong kulit dan jaringan tubuh orang lain, tetapi
karena dilakukan berdasarkan indikasi/manfaatnya, dan karena sudah mendapat persetujuan sebelumnya
dari pasien yang akan diberikan tindakan bedah, maka tindakan ini menjadi legal. Dengan demikian
dapat dikatakan, meskipun bermanfaat tapi jika tidak mendapat persetujuan dari pasien, tindakan bedah
menjadi tidak legal. Oleh karena itu, informed consent sangat penting dan diperlukan sebelum tindakan
kedokteran dilakukan.

Menurut Kusmaryanto (2015) dan Bertens (2011), informed consent mempunyai beberapa
tujuan, yaitu:
a. Menghormati martabat dan otonomi pasien/hak pasien atas tubuhnya (tujuan moral)
b. Melegalkan tindakan kedokteran yang dilakukan dokter sehingga juga dapat menghindarkan dokter

dari tuntutan hukum (tujuan legal)
c. Agar tidak terjadi penipuan atau paksaan terhadap pasien
d. Untuk mendapatkan kepercayaan dan kerja sama dari pasien sekaligus dapat menunjang pengobatan
yang efektif karena adanya kepercayaan tersebut (tujuan klinis)

Otonomi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri termasuk hal yang
akan berlaku atas dirinya (Kusmaryanto, 2015). Penghormatan terhadap otonomi pasien berarti
penghormatan terhadap martabat manusia, karena otonomi menunjukkan eksistensi dan martabat
sebagai manusia. Dengan demikian, segala hal atau upaya yang bermaksud mengganggu otonomi
pasien dalam membuat keputusan, sebenarnya tidak menghormati martabat pasien tersebut. Kita akan

membahas hal ini tersendiri di bagian akhir artikel.



IV. KOMPONEN DALAM INFORMED CONSENT
Sebagai suatu proses, informed consent mempunyai beberapa unsur/komponen agar proses dapat

berjalan dengan baik. Komponen tersebut digambarkan dalam diagram berikut:

Information disclosure
(pemberian informasi)

Competence Meaningful Comprehension
(kompetensi) Informed Consent (pemahaman)

Voluntariness
(kesukarelaan)

Gambar 1. Komponen persetujuan tindakan medis yang valid dan berarti (Kadam, 2017)

Menurut Kadam (2017), untuk menghasilkan persetujuan tindakan medis yang berkualitas, ada empat
komponen penting yang harus terpenuhi, yaitu competence (kompetensi pasien), information disclosure
(pemberian informasi yang memadai), comprehension (pemahaman pasien), dan voluntariness
(kesukarelaan), sebagai bagian yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Penjelasan masing-masing
dari komponen ini adalah sebagai berikut:
A. Competence

Competence atau kompeten adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan
bertanggung jawab atas dirinya. Orang yang dapat memberikan persetujuan dalam informed consent
harus orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri atau kompeten. Kemampuan ini
meliputi kemampuan untuk bisa berpikir dengan nalar, mempertimbangkan baik dan buruk dari suatu
hal, dan dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut (Beauchamp and
Childress, 2009). Di Indonesia, berdasarkan Permenkes RI Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran, pasien yang dianggap kompeten untuk membuat keputusan dalam informed
consent harus memenuhi kriteria ini:
a. Dewasa (minimal berusia 18 tahun) atau telah menikah
b. Pasien dalam keadaan sehat secara mental

c. Pasien tidak berada di bawah tekanan atau paksaan saat proses informed consent



Sebaliknya, ada beberapa kriteria seseorang tidak dianggap kompeten untuk membuat keputusan
medis, seperti yang diungkapkan kembali oleh Beauchamp dan Childress (2009), yaitu :
a. Pasien yang tidak mampu untuk memahami suatu informasi
b. Pasien yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami suatu kondisi beserta akibatnya
c. Pasien yang tidak mampu untuk memberikan alasan atau penjelasan terhadap suatu hal
d. Pasien yang tidak mampu menjelaskan risiko atau manfaat terkait dengan alasan yang dikemukakan
e. Pasien yang tidak mampu mengungkapkan pilihan
f. Pasien yang tidak dapat membuat sebuah keputusan yang masuk akal/rasional
Kondisi tidak kompeten ini berkaitan dengan kematangan usia seseorang dan kemampuan mental/daya
pikir, sehingga pada pasien anak-anak, pasien dengan gangguan kejiwaan, dan pasien dengan gangguan
berpikir dianggap tidak kompeten dan harus diwakili dalam informed consent. Perwakilan tersebut
diberikan kepada orang yang sah secara hukum, misalnya orang tua, keluarga inti/terdekat, atau
walinya, yang dianggap dapat mewakili pasien dalam membuat keputusan medis. Tetapi bukan berarti
pasien yang belum kompeten tersebut diabaikan. Misalnya pada pasien anak yang akan diberi tindakan
kedokteran, persetujuan memang diberikan oleh orang tuanya, tetapi anak tersebut tetap harus
diinformasikan tentang hal yang akan berlaku atas dirinya. Hal ini dinamakan informed assent
(Diekema, Douglas et al., 2011).

B. Information disclosure

Telah dibahas sebelumnya bahwa pemberian informasi dari dokter mempunyai peran besar
dalam proses informed consent. Seseorang dapat membuat keputusan tentu mempertimbangkan segala
manfaat dan risikonya lebih dulu. Segala faktor yang menjadi pertimbangan tersebut diketahui dari
informasi yang diberikan dokter/tenaga kesehatan. Jika informasi yang diberikan dokter kurang
memadai, maka keputusan yang diambil pasien dapat tidak tepat pula. Informasi yang memadai sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat 3 dan
Permenkes RI Nomor 290/Menkes/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 dan
7, meliputi:
a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran yang akan dilakukan

o

Tujuan tindakan kedokteran tersebut

Alternatif tindakan lain dan risiko dari tindakan alternatif tersebut

o o

Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi akibat dari tindakan kedokteran

@

Prognosis dari tindakan kedokteran tersebut

—h

Perkiraan pembiayaan yang diperlukan
Sering terjadi bahwa semua komponen informasi tersebut tampak sudah dijelaskan oleh dokter,
tetapi ternyata dokter tidak menjelaskan secara proporsional, yaitu ada yang dilebih-
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lebihkan/dikurangkan atau dimanipulasi dengan tujuan tertentu, misalnya menggiring supaya pasien
menyetujui tindakan kedokteran tersebut. Menurut Kusmaryanto (2015), suatu pemberian informasi
yang baik harus memenuhi tiga unsur, yaitu disampaikan dengan cara yang baik, isi informasi yang
disampaikan benar, dan kandungan isi informasi yang disampaikan lengkap. Ketika suatu informasi
disampaikan dengan memanipulasi bagian tertentu, maka informasi yang diterima pasien juga tidak
utuh, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dokter-pasien di kemudian hari jika terjadi risiko tindakan
yang tidak diketahui pasien. Cara penyampaian informasi menjadi bagian yang penting karena dengan
cara penyampaian yang baik dan berempati, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, akan
menimbulkan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Yang sering menjadi masalah adalah
ketika bahasa yang digunakan pasien berbeda dengan dokter. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
untuk memakai jasa penerjemah yang bisa dari pihak pasien atau dari dokter/rumah sakit (Borowski et
al, 2019).

C. Comprehension
Komponen lain dalam informed consent yang baik adalah comprehension, yaitu pemahaman
pasien terhadap informasi yang telah dijelaskan dokter. Sebaik apapun informasi yang disampaikan tapi
jika tidak dipahami oleh pasien, tetap tidak menghasilkan keputusan yang otonom. Pemahaman pasien
dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya latar belakang pendidikan, nilai yang dianut keluarga,
kepercayaan/agama, kemampuan berpikir, dll. Seharusnya isi informasi yang dimaksudkan dokter sama
dengan yang dipahami pasien. Dengan demikian, dokter harus memastikan pasien memahami atau tidak
informasi yang telah disampaikan. Disimpulkan dari penjelasan Kaibara (2010), ada beberapa cara
untuk menilai pemahaman pasien ini, yaitu:
a. Menilai dari ekspresi wajah atau bahasa tubuh pasien.
Pasien yang kurang memahami perkataan dokter biasanya akan mengerutkan dahi, atau bila
memahami biasanya akan mengangguk, dll. Cara ini bisa efektif jika dokter terlatih untuk menilai
ekspresi pasien. Tetapi kadang tidak efektif pada pasien yang tidak mudah memperlihatkan
ekspresinya atau pada dokter yang belum peka dengan perubahan ekspresi pasien.
b. Menanyakan kepada pasien apakah ada informasi yang belum dipahami atau tidak.
Cara ini sebenarnya cukup efektif karena pasien akan menanyakan secara langsung hal-hal yang
kurang dipahami. Tetapi pada daerah atau kebudayaan tertentu, kadang belum terbiasa untuk
menanyakan secara langsung hal yang sedang dipikirkan atau dipertanyakan, sehingga dapat terjadi
pasien mengatakan bahwa tidak ada hal yang ingin ditanyakan tetapi sebenarnya takut atau malu
menanyakan atau pura-pura sudah memahami padahal sebenarnya tidak, karena pasien pasrah

kepada dokter tentang perawatannya.



c. Meminta pasien mengulang penjelasan dokter pada hal-hal yang diperlukan saja. Ketika pasien
mengungkapkan pemahamannya terhadap suatu hal, maka akan diketahui pemahaman tersebut sesuai
dengan yang telah dijelaskan dokter atau tidak. Cara ini biasanya dapat berjalan dengan baik ketika
dokter membantu memancing pasien memberikan penjelasannya misalnya melalui kata kunci yang

dianggap penting.

D. Voluntariness

Suatu perbuatan disebut otonom jika memenuhi tiga hal, yaitu dilakukan dengan
bertujuan/mempunyai tujuan yang jelas, memahami apa yang dilakukan, dan dilakukan dengan
sukarela/tanpa paksaan/tidak ada pengaruh luar yang mengendalikan (Faden dan Beauchamp, 1986).
Tingkat otonomi suatu perbuatan digambarkan sebagai berikut:

Fully Substantially Fully
autonomous autonomous nonoutonomous
I
Fully | : | Fully
understood | : 1 ignorant
I
I
i
Completely | : | Complefely
noncontrolled | : ] controlled
I
S
Borderline
or
qray areo

Gambar 2. Tingkat otonomi dari perbuatan otonom (Faden dan Beauchamp, 1986)

Dari gambar tersebut, jelas bahwa semakin seseorang memahami hal yang dilakukannya dan semakin
bebas dari pengaruh luar yang mengendalikannya, maka semakin otonom perbuatan tersebut. Menurut
penjelasan Faden dan Beauchamp dari gambar diatas, seseorang dapat berada pada area abu-abu atau
border line dari keputusan yang otonom, jika dirinya memahami tindakan yang akan dilakukan,
memahami tujuannya, tapi tidak penuh, atau ada pengaruh oleh pihak luar yang dapat mengendalikan
keputusannya. Hanya saja, batasan dari area abu-abu ini yang sulit untuk ditentukan. Seharusnya,
keputusan seseorang ditentukan oleh otonominya sendiri, tetapi sering terjadi ada banyak pihak luar
yang ikut mempengaruhi keputusan seseorang, bukan karena seseorang tersebut tidak memiliki
otonomi, tetapi karena pengaruh budaya setempat yang mengkondisikannya.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, keputusan seseorang tidak hanya ditentukan oleh orang
tersebut secara individual, tetapi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang komunal dan hirarkis,

pertimbangan keluarga mempengaruhi keputusan seseorang bahkan sering menjadi pertimbangan utama
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(Susilo et al., 2019). Seseorang yang akan memutuskan untuk menjalani operasi, tentu
mempertimbangkan kondisi keluarga yang akan merawatnya setelah operasi, biaya yang dikeluarkan
yang juga akan mempengaruhi kehidupan keluarga, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang pasti
melibatkan keluarga. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, keluarga atau komunitas lokal bukan
hanya memberi pertimbangan bagi keputusan pasien, tetapi benar-benar sebagai pemegang keputusan.
Dengan demikian, informasi medis harus diberikan bukan hanya kepada pasien, tetapi juga kepada
keluarga atau komunitas lokal tersebut yang biasanya diwakili oleh pemimpin adat. Dalam hal ini,
voluntariness pasien lebih sulit ditentukan, karena pasien seakan tidak mempunyai wewenang untuk
membuat keputusan berdasar otonominya. Menurut Faden dan Beauchamp, dalam kondisi keputusan
seseorang dipengaruhi secara kuat oleh faktor luar tetapi pasien tersebut menyetujui faktor luar itu
mempengaruhinya, maka pasien tetap dianggap membuat keputusan secara sukarela. Dengan demikian,
voluntariness tetap harus dipahami dalam konteks budaya lokal dan yang menjadi fokus adalah pasien
menyadari bahwa keputusannya dipengaruhi oleh pihak luar dan pasien menyetujui hasil akhir
keputusan tersebut meskipun bisa terjadi awalnya hasil akhir keputusan bersama berbeda dengan

keputusan pribadi pasien.

V. ETIKA DALAM CARA PENYAMPAIAN INFORMASI

Pada bagian ini, akan dibahas secara khusus tentang cara penyampaian informasi dalam
information disclosure sebagai salah satu komponen dalam informed consent. Suatu hal yang baik jika
disampaikan dengan cara yang kurang baik akan menjadi sesuatu yang kurang baik pula dan dapat
menimbulkan kesalahpahaman. Cara dokter menyampaikan informasi medis sangat menentukan
penerimaan pasien terhadap informasi tersebut. Meskipun informasi yang disampaikan benar dan
lengkap, tetapi jika disampaikan dengan cara yang tidak tepat, dapat menimbulkan perbedaan
pemahaman antara dokter dan pasien. Informasi yang disampaikan oleh dokter berbeda dengan yang
dipahami pasien. Akhirnya pasien menganggap dokter tidak menyampaikan informasi dengan benar
atau bahkan menipu pasien, yang dapat memicu konflik antara dokter-pasien sampai kepada tuntutan
hukum (Soeparto, et al., 2006).

Menurut Dewi (2021) dan Claramita, et al. (2016), setidaknya ada lima hal yang harus
diperhatikan dokter terkait cara menyampaikan informasi kepada pasien, yaitu:
- penyampaian informasi sebisa mungkin tidak diwakilkan
- penyampaian informasi dengan empati
- dokter mendengarkan pasien sebelum menyampaikan informasi
- penyampaian informasi secara jelas dan tidak bertele-tele

- penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari penggunaan istilah medis



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021), terlihat bahwa salah satu penyebab kekecewaan
pasien terhadap dokter adalah karena dokter mewakilkan penyampaian informasi medis kepada pihak
lain yang kurang kompeten, sehingga pasien menerima informasi yang berbeda-beda dan saat operasi
dilakukan, prosedur operasi juga berbeda dengan informasi yang telah diterimanya. Dalam penelitian
tersebut dijelaskan pula, bahwa sebagian pasien lain menganggap bahwa mereka lebih memahami
penjelasan dokter jika dokter menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang
awam atau dengan kata lain tidak menggunakan istilah medis. Selain itu cara penyampaian yang jelas,
lugas, tidak bertele-tele membantu pasien memahami informasi yang disampaikan dokter. Hal ini sesuai
dengan yang dijelaskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (2006), bahwa salah satu cara untuk
menghasilkan komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien adalah dengan penjelasan yang tidak
bertele-tele dan menghindari penggunaan istilah medis. Claramita et al (2016) mengatakan suatu
metode komunikasi dokter dan pasien dengan cara Greet, Invite, Discussion (GID). Dalam metode ini
penting bahwa dokter harus mendengarkan dan memahami pasien untuk mengetahui harapan dan
kekuatirannya atas tindakan medis yang akan dilakukan, dan dasar pertimbangan persetujuannya,
sebelum dokter memaparkan tujuann, manfaat, dan risiko tindakan medis tersebut. Empati juga
merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ini. Dengan empati dan mendengarkan pasien,
akan terbangun komunikasi yang baik dan kepercayaan dalam hubungan dokter-pasien sehingga tercipta
informed consent yang berkualitas.

Menurut Bertens (2011), ada tiga ciri yang harus terbangun dalam hubungan antara dokter dan
pasien, yaitu pasien diperlakukan sebagai pribadi yang bermartabat, dokter memiliki empati kepada
pasien, dan hubungan tersebut dibangun berdasarkan kepercayaan. Seorang pasien berbeda dengan
pasien yang lain, sehingga dokter harus memperlakukan setiap pasien dengan pendekatan yang tepat
yang dapat berbeda untuk setiap pasien. Dengan adanya hubungan yang baik antara dokter-pasien, juga
dapat meningkatkan kerja sama pasien dalam pengobatan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan

terapi.

VI. PEMBATASAN INFORMASI DALAM INFORMATION DISCLOSURE

Pemahaman pasien terhadap tindakan medis ditentukan oleh faktor penjelasan dokter selain
faktor daya nalar atau latar belakang pasien. Jika penjelasan dokter lengkap, maka pemahaman pasien
akan lengkap pula. Jika pemahaman pasien lengkap, keputusan pasien diambil berdasarkan
pertimbangan yang lengkap, sehingga keputusan pasien diharapkan adalah keputusan yang tepat. Tetapi
kenyataannya, sering dokter mengurangi informasi medis atau melebih-lebihkan suatu bagian dalam
informasi medis dengan tujuan tertentu. Dokter seakan memanipulasi informasi tersebut demi mencapai
tujuan dokter. Bentuk manipulasi informasi medis dan tujuan yang sering dimiliki dokter untuk
melakukannya adalah (Dewi, 2021):



- Mengurangi informasi, terutama informasi yang terkesan ‘menakutkan’ pasien, misalnya tentang
risiko atau komplikasi yang dapat terjadi karena tindakan medis. Informasi ini sering tidak
disampaikan atau disampaikan sebagian karena dikuatirkan pasien akan merasa takut dan akhirnya
menolak untuk dilakukan tindakan medis. Pada tindakan medis yang berisiko besar sampai pada
kematian,misalnya operasi, tidak semua dokter menginformasikan risiko terburuk yang dapat terjadi.
Dokter hanya berfokus kepada tujuan dan manfaat operasi. Sering pula risiko atau komplikasi yang
tidak disampaikan dokter adalah yang dianggap ringan, sehingga dapat diabaikan. Padahal
seandainya risiko tersebut benar-benar terjadi (baik risiko berat maupun risiko ringan), tanpa
diketahui oleh pasien, sangat berpotensi menimbulkan tuntutan hukum kepada dokter.

- Melebih-lebihkan informasi, yaitu informasi tentang bahaya yang akan terjadi jika pasien menolak
tindakan medis tersebut. Tindakan ini bertujuan agar pasien tidak menolak operasi. Sebenarnya
informasi yang disampaikan dokter ini tidak salah, tetapi sering dokter membesar-besarkan bahaya
penolakan tindakan medis dengan tidak memberi alternatif tindakan lain sehingga pasien merasa
tidak punya pilihan lain selain tindakan tersebut.

- Mengurangi informasi yang dianggap dokter tidak penting untuk diketahui pasien, yaitu pilihan
terapi atau alternatif lain terapi. Biasanya ada kondisi tertentu yang membuat dokter membatasi
informasi ini, yaitu adanya plafon atau penjatahan dari penanggung jawab biaya pasien, misalnya
asuransi atau BPJS Kesehatan. Ketika suatu asuransi hanya menanggung sebagian dari pilihan terapi
yang ada, maka dokter merasa tidak perlu memberitahukan pilihan terapi yang lain kepada pasien.
Jika dipandang dari sisi otonomi pasien, seharusnya pasien mengetahui semua pilihan terapi atas
penyakitnya beserta keuntungan dan kerugiannya, mengetahui terapi yang ditanggung asuransinya,
sehingga bisa memutuskan akan tetap memilih terapi yang ditanggung asuransi tersebut atau tidak.

Motivasi dokter dalam memanipulasi informasi medis ini pada umumnya bertujuan untuk
kebaikan pasien (beneficence) dan menghindarkan pasien dari bahaya (nonmaleficence), yaitu agar
pasien mendapatkan pengobatan terbaik dengan menyetujui tindakan medis dan agar pasien tidak malah
depresi atau ketakutan sebelum dilakukan tindakan medis (Fortunato, 2017). Dokter sering beralasan
terkait beneficence dan nonmaleficence ini. Dalam hal ini dokter melupakan prinsip respect for
autonomy untuk pasien, bahwa pasien mempunyai hak untuk mengetahui sejelas-jelasnya segala sesuatu
tentang tindakan medis yang akan diterimanya, termasuk risiko, efek samping, dan komplikasinya,
selain manfaat dan indikasi dari tindakan tersebut. Sekecil apapun risiko suatu tindakan medis, tetaplah
suatu risiko, dan pasien sebagai sang pemilik tubuh harus mengetahui risiko ini. Bahkan pasien yang
menggunakan asuransi atau BPJS Kesehatan, juga berhak atas justice, hak yang sama dengan pasien
yang lain untuk mengetahui semua pilihan terapi yang ada, meski penanggung biayanya memberikan

jatah atau plafon pengobatan.
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Yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait pemberian informasi ini adalah pada pasien yang
berisiko mengalami depresi jika menerima informasi yang buruk. Dokter harus bijaksana dalam
menyampaikan informasi meskipun bukan berarti menyembunyikan informasi tertentu. Kode Etik
Kedokteran Indonesia (2014) Pasal 5 mengatakan bahwa “Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin
melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien,
setelah memperoleh persetujuan pasien.” Soeparto (2006) memberikan rekomendasi terkait hal ini, yaitu
dengan menyampaikan informasi medis kepada keluarga pasien lebih dulu lalu dirundingkan
selanjutnya cara dan waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada pasien.

Dokter harus membantu pasien membuat keputusan medis yang otonom, bukan malah membuat
keputusan pasien tidak otonom dengan melakukan manipulasi informasi. Pada Gambar 2 tentang tingkat
otonomi dari perbuatan otonom (Faden dan Beauchamp, 1986) yang dibahas sebelumnya, jelas terlihat
bahwa otonomnya keputusan pasien dipengaruhi selain oleh pemahaman pasien, juga oleh faktor luar
yang mengendalikan/mempengaruhi. Dalam hal ini, faktor luar tersebut bukan hanya pihak keluarga
atau lingkungan pasien, tetapi juga dokter yang memanipulasi informasi medis. Pasien dapat digiring
kepada keputusan tertentu berdasarkan manipulasi informasi tersebut. Oleh karena itu, sangat tepat yang
dituliskan Faden dan Beauchamp (1986) yang dikutip sebagai berikut:

“.People's failure to understand a particular disclosure may result from inadequacies in that

disclosure rather than inadequacies in the patient...."”
Dokter sering menyembunyikan informasi medis karena adanya kekuatiran tentang efek negatif yang
akan timbul jika dokter memberitahukan informasi yang kurang baik tentang kondisi penyakit pasien,
tentang risiko atau komplikasi operasi, atau tentang prognosis pasien. Sebenarnya, dengan komunikasi
yang baik, hubungan baik dan kepercayaan yang terbentuk antara dokter dan pasien, dokter tetap dapat
menyampaikan berita yang negatif dengan baik tanpa membuat pasien depresi. Dokter yang mempunyai
empati kepada pasien akan mengetahui waktu yang tepat untuk memberikan informasi yang tepat untuk
pasien. Dokter sering menganggap bahwa komunikasi efektif melalui information disclosure yang baik
pasti menghabiskan waktu lama karena informasi disampaikan lengkap, tetapi Konsil Kedokteran
Indoensia (2006) menjelaskan bahwa informasi yang lengkap dapat diberikan dengan tidak bertele-tele
tanpa memakan waktu lama jika dokter mengetahui kebutuhan pasien, sehingga informasi diberikan
tepat sesuai yang diperlukan. Hal ini dapat terjadi jika dokter membina hubungan baik dengan pasien

dan mau mendengarkan pasien.

VIIL.LKESIMPULAN

Information disclosure adalah salah satu komponen penting dalam informed consent. Dengan
pemberian informasi yang berkualitas, pasien akan mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat
keputusan menerima tindakan medis atau tidak. Dengan informed consent yang baik tersebut, hak
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pasien dihargai. Pasien sebagai pemilik tubuh memiliki otonomi untuk menentukan yang akan
dilakukan atas tubuhnya. Dengan demikian informed consent adalah salah bentuk penghormatan
terhadap otonomi pasien yang berarti juga penghormatan terhadap martabat pasien sebagai sang pemilik
tubuh.

Selain cara penyampaian informasi yang baik, kelengkapan dan kebenaran kandungan isi
informasi dalam informed consent menentukan kualitas informed consent. Salah satu cara untuk
menyampaikan informed consent yang baik dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dokter dan
meningkatkan hubungan baik antara dokter dan pasien. Dalam hal ini empati sangat penting sehingga
dokter dapat memahami yang diperlukan pasien dan akhirnya dapat memberikan informasi yang

lengkap dan benar, sesuai yang diperlukan pasien, tanpa bertele-tele.
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